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Permasalahan Lembaga Negara Independen di
Indonesia

mbangnya komisl-komisi negara tersebut fidak dilcandasi dengan cefak biru yang

Denny Indrayana (2005) ; ketidakjelasan kemisi negara di iIndonesia terutama
dikarenakan ketiadaan konsep komisinegara di Indonesiq, tidak ada konsep
ketatanegaraan yang komprehensiftentang apa itu komisinegara. k
kebanyakan karena kebijakan yang rea responsive bukan p f

' komisi cenderung dibentuk karena penguasa melihatnya Jebﬁqci suatu Kebijak

populis, sehingga jika didukung akan menaikkan pamer politik ¢ ¢

kelahiran komisinegarac hanyalah manipulasidan dagangan e f polit afa, jauh dari

tujuan luhurnya guna membentuk sistemketatanegaraan Indonesia yang lebih demokratis
modern dan anti korupsi”

Permasalahan Lembaga Negara Independenﬁ.di
Indonesia

Perbedaan model perunda _ sari pembentukannya.
Konsekuensi; hok protokoler ¢

Pemahaman yang beriainan tentang konteks iembaga negara/komisi negara. contoh;
ketidakseragaman model seleksidi lembaga negara, namun terpola dengan medel
seleksiyang murmi milk ekutlf, dengan model penunjukan

PPATK ;

lidak independen karena ketuanya dipilihdan diberhentikan presiden

Pembentukan dengan UU

Secara kelembagaan dictur dengan PP (sebelum adanya UU No.8 tahun 2010)




Analisis Faktor Kelahiran Lembaga Negara
Independen (1)

Reformasi dengan pendekatan neo-liberal [ Salah satu pendorong iahimya KPK)

Kewajiban transisional untuk menunjang hal tertentu [munculnya kebutuhan lembaga
negara independen sepertl KPX dan ombudsman, KPU, Dewan Pers, dan Kemnas HAM
Kemist Yudisial— dalam masa transisijatuhnya rezim Soeharto 1998)

Kebutuhan percepatan demokrasi (kejengahan atas otoritarianisme Soeharto dan
bergeser menuju ke arah yang lebih demokraiis; peningkatan pariisipasti masyarakat)

Bagian dari pencitraan kekvasaan (Fajrul Falaakh; keberadaan lembaga negara
independen menjadi bagian darl kepura-puraan rezim untuk membangun suatu
akuntabilitas melcivilembaga negarabaory, padahal tidak loin merupakan cara agar
aktor politik negara tetap bisa berbagl kekuasaan dengan elit politik Icinnya)

Analisis Faktor Kelahiran Lembaga Negara
Independen (2) '

Kekecewaan terhadap kelembagaan lama [(KPK aias kinerja kejaksaan dan kepelisian;
KP| atas kinerja departemen penerangan)

Menunjang kinerja untuk hal tertentu.

Proses legislasti yang tergesa (kelahiran lembaga negera tidak didasarkan pada politik
hukum yang pas dan adanya ket saan legislasi; contoh Ombudsman; perbedaan
sistem kepemimpinan antara pusai dan daerah)




Perkembangan Lembaga Negara Independen

Cabang pemisahan kekuasaan kiasik ([eksekuftif, legisiative, yudikatif]
Kompleksitas problem ketatanegaraan
Lahir konsep baru tentang praktek ketatanegaraan

LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN atau LEMBAGA NEGARA PENUNJANG

Implikasi Kehadiran Lembaga Negara
Independen




tidak seharusnya ada kastanisasi/stratifikasi dalam menentukan tinggi rendahnya posisi
kelembagaan [UUD; KY dan KPU, UU: Kemnas HAM, KPK, KPI, Dewan Pers; PP: PPATK, Komnas
srempuan, KPAL

tidak jelas konsep keindependenannya; sehingga ada potensi gangguan atas
kemandiriannya (KPK: Perpu No.4 2009 penunjukan pelaksana tugas komisioner
ependensinya sangat mudah diintervensi) (KPU; ind ndennamunc Kraman
birokrasi pemerintah masih sangat kuat ferhadap pola kerfjanya=> kefika pemilu 2004 KPU
menjadi "dua kamar" kamar pertama anggota KPU dan kamar kedua dipilin DPR
r usul Presiden)

PPATK dan KPK = PPATK memilik : ) nuntuk melakukan penyidikan
pencucianuang namun tidak cda regulasi yang mengatur bagaiman po
-~ - > -
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antara glele
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Materi Terhadap Keputusan Bersama Ketua MA Dan Ketua KY"




Tidak ada kesamaan dan pola yang jelas perihal desentralisasi kerja lembaga negara
independen

{KPl ada pusai dan daerah, begitu pula dengan KPU, namun KY yang berfugas mengawasi
seluruh hakim di semua tingkat peradilan tidak mendapatkan kemungkinan untuk
mendirikan KY perwakilan dl daerch)

Belumada regulasi yang mengatur mengenal wewenang tersebut; sehingga nantinya ckan
munculdilema; bagaimana perihal prinsip partisipasi dalam pembuatannya? Penting karena
apabila peraturan tersebut abstrak dan berlaku umum, maka harus dibuka kesempatan
partisipasi public
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